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Abstrak 

Pengelolaan aset daerah yang efektif dan berkelanjutan merupakan tantangan utama bagi pemerintah 

daerah di Indonesia. Penelitian ini mengkaji model kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak 

swasta dalam pengelolaan aset daerah, dengan fokus pada aspek keberlanjutan dan optimalisasi manfaat 

bagi masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa daerah di 

Indonesia, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan, tantangan, dan strategi yang 

efektif dalam membangun kemitraan publik-swasta untuk pengelolaan aset daerah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif membutuhkan kerangka hukum yang jelas, pembagian 

risiko yang seimbang, transparansi dalam pengelolaan, dan mekanisme pengawasan yang kuat. 

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk pengembangan model kolaborasi yang 

berkelanjutan dalam pengelolaan aset daerah. 

Kata kunci: Aset, Pengelolaan, Daerah. 

 

Abstract 

Effective and sustainable management of regional assets is a major challenge for local governments in 

Indonesia. This study examines the collaboration model between local governments and the private 

sector in managing regional assets, with a focus on sustainability and optimizing benefits for the 

community. Using a qualitative approach with case studies in several regions in Indonesia, this study 

identifies key success factors, challenges, and effective strategies in building public-private 

partnerships for regional asset management. The results show that effective collaboration requires a 

clear legal framework, balanced risk sharing, transparency in management, and strong monitoring 

mechanisms. This study provides theoretical and practical contributions to the development of a 

sustainable collaboration model in regional asset management. 

Keywords: Assets, Management, Regions. 

 

PENDAHULUAN 

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Seiring dengan implementasi otonomi daerah, 

pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah 

guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Namun, 

keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun kapasitas teknis, seringkali menjadi 

kendala utama dalam pengelolaan aset daerah secara optimal.(Aeni & Astuti, 2019) 

Dalam konteks ini, kolaborasi dengan pihak swasta muncul sebagai solusi strategis 

untuk mengatasi berbagai keterbatasan tersebut. Kemitraan publik-swasta (Public-Private 

Partnership/PPP) telah menjadi trend global dalam pengelolaan aset publik, dengan berbagai 
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kisah sukses di berbagai negara.(Sentanu & Mahadiansar, 2020) Di Indonesia, meskipun 

konsep ini telah dikenal dan diterapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai 

tantangan dan memerlukan penyempurnaan untuk mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Menganalisis model-model kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta 

dalam pengelolaan aset daerah 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan dan tantangan dalam implementasi 

kemitraan 

3. Merumuskan strategi untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan 

4. Mengkaji dampak kolaborasi terhadap efektivitas pengelolaan aset dan kesejahteraan 

masyarakat 

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan model 

kolaborasi yang adaptif dengan konteks lokal dan mampu memenuhi kebutuhan pembangunan 

daerah berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku 

kepentingan dalam mengembangkan kebijakan dan implementasi kemitraan publik-swasta 

yang efektif. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multiple-

site. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam 

kompleksitas kolaborasi pemerintah daerah-swasta dalam konteks yang spesifik. Studi kasus 

dilakukan di lima daerah di Indonesia yang telah menerapkan berbagai model kemitraan dalam 

pengelolaan aset daerah.(Surya et al., 2021) 

Penelitian ini menerapkan pendekatan multi-metode dalam pengumpulan datanya. 

Metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan kunci. Wawancara dilakukan dengan 20 pejabat pemerintah daerah 

yang terkait dengan implementasi program, 15 pelaku usaha dari sektor swasta, serta 10 tokoh 

masyarakat dan akademisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks lokal. 

Untuk memperkaya data dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, 

penelitian ini juga melakukan observasi lapangan secara langsung terhadap implementasi 

proyek kemitraan.(Rahu & Suprayitno, 2021) Selain itu, dilakukan analisis mendalam terhadap 

berbagai dokumen pendukung, termasuk regulasi dan kebijakan yang berlaku, dokumen 

perjanjian kerjasama antar pihak, laporan kinerja dan evaluasi proyek, serta berbagai 
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dokumentasi media dan publikasi yang relevan dengan topik penelitian.(Firmansyah et al., 

2024) 

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan tematik yang 

sistematis. Proses analisis dimulai dengan kodifikasi data primer dan sekunder yang telah 

dikumpulkan, dilanjutkan dengan identifikasi pola dan tema-tema utama yang muncul dari data 

tersebut. Peneliti juga melakukan analisis komparatif antar kasus untuk memahami variasi dan 

kesamaan dalam temuan.(Pamungkas et al., 2020) Untuk memastikan kualitas dan keabsahan 

hasil penelitian, dilakukan validasi melalui triangulasi sumber dan metode. Proses analisis 

diakhiri dengan perumusan temuan-temuan kunci dan penyusunan rekomendasi berdasarkan 

hasil analisis yang telah dilakukan. 

 

HASIL 

Karakteristik Model Kolaborasi 

Penelitian mengidentifikasi empat model utama kolaborasi yang diterapkan dalam pengelolaan 

aset daerah: 

1. Build-Operate-Transfer (BOT) Model ini paling banyak diterapkan untuk 

pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik. Pihak swasta membangun dan 

mengoperasikan fasilitas untuk jangka waktu tertentu sebelum mentransfer kembali 

kepada pemerintah daerah.(Dafina et al., 2023) Model ini efektif untuk proyek-proyek 

berskala besar dengan kebutuhan investasi tinggi. 

2. Operation and Maintenance Contract Diterapkan untuk optimalisasi aset yang sudah 

ada, dimana pihak swasta bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan, 

sementara kepemilikan tetap pada pemerintah daerah.(Akbar et al., 2023) Model ini 

cocok untuk aset-aset yang membutuhkan expertise teknis dalam pengelolaannya. 

3. Joint Venture Kolaborasi melalui pembentukan entitas bersama antara pemerintah 

daerah dan swasta. Model ini memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan yang 

lebih seimbang, namun memerlukan pengaturan governance yang lebih 

kompleks.(Tongkotow et al., 2021) 

4. Service Contract Bentuk kerjasama yang lebih sederhana dimana pihak swasta 

menyediakan layanan spesifik dalam pengelolaan aset. Model ini cocok untuk fungsi-

fungsi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus.(Bosawer et al., 2023) 

Faktor-faktor Kunci Keberhasilan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor kunci yang berperan 

penting dalam menentukan keberhasilan kolaborasi. Pertama, kerangka regulasi yang 



                                                                                                      
Journal Politics and Government                                                             Vol. 02, No. 01, Mei, 2025 hal. 55-61   
DOI Issue: 10.46306/jpg.v2i1                                                                                                DOI Article: 10.46306/jpg.v2i1.225 

58 

mendukung menjadi fondasi utama dalam memastikan kelancaran kerjasama.(Silalahi & 

Khadry, 2024) Hal ini mencakup adanya kejelasan regulasi mengenai kewenangan dan 

prosedur pelaksanaan, perlindungan hukum yang memadai bagi kedua belah pihak, serta 

fleksibilitas regulasi dalam mengakomodasi berbagai bentuk inovasi yang mungkin muncul 

selama pelaksanaan kerjasama.(Suswanto, 2018) 

Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah kapasitas institusional dari pihak-pihak 

yang terlibat. Ini meliputi kemampuan teknis dalam melakukan perencanaan dan pengawasan 

proyek, penerapan sistem manajemen yang efektif dalam pengelolaan kerjasama, serta 

kemampuan dalam menjalin koordinasi yang baik antar berbagai pemangku kepentingan yang 

terlibat dalam kolaborasi tersebut.(Lestari & Indrayati, 2022) 

Aspek pembagian risiko yang seimbang juga menjadi faktor krusial dalam mendukung 

keberhasilan kolaborasi. Hal ini ditunjukkan melalui alokasi risiko yang proporsional sesuai 

dengan kapasitas masing-masing pihak, adanya mekanisme mitigasi yang jelas untuk 

menangani berbagai kemungkinan risiko, serta penetapan sistem kompensasi yang adil bagi 

semua pihak yang terlibat.(Octavia et al., 2020) 

Faktor terakhir yang diidentifikasi adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas 

dalam pelaksanaan kerjasama.(Ringa, 2019) Hal ini diwujudkan melalui keterbukaan informasi 

kepada semua pemangku kepentingan, penerapan mekanisme pengawasan yang efektif, serta 

pelibatan aktif masyarakat dalam proses monitoring pelaksanaan kerjasama.(Rafani et al., 

2024) Keseluruhan faktor-faktor ini saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam 

menciptakan kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan. 

 

PEMBAHASAN 

Analisis mendalam terhadap berbagai model kolaborasi menunjukkan bahwa efektivitas 

setiap model sangat bergantung pada karakteristik aset dan konteks lokal yang ada. Model BOT 

telah membuktikan keefektifannya dalam proyek infrastruktur berskala besar, meskipun 

implementasinya membutuhkan kajian kelayakan komprehensif dan dukungan kepastian 

hukum yang kuat. Sementara itu, Operation and Maintenance Contract lebih cocok diterapkan 

pada aset-aset yang sudah beroperasi namun memerlukan peningkatan dari sisi efisiensi dan 

kualitas layanan.(Masruroh et al., 2024) Model Joint Venture, walaupun menawarkan potensi 

keuntungan yang lebih besar, mengharuskan adanya kapasitas institusional yang memadai dari 

pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Service Contract menjadi 

opsi yang lebih aman untuk tahap awal kolaborasi atau untuk fungsi-fungsi yang 

spesifik.(Kurniawan et al., 2023) 
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Dalam implementasinya, berbagai tantangan muncul dari berbagai aspek. Dari sisi 

regulasi, terdapat masalah tumpang tindih peraturan, prosedur yang rumit, serta ketidakpastian 

dalam interpretasi.(Widyawati, 2019) Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya harmonisasi 

regulasi antara pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur, serta penguatan kepastian hukum. 

Tantangan kapasitas juga muncul dalam bentuk keterbatasan SDM, kesenjangan teknologi, dan 

lemahnya sistem monitoring. Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan kapasitas aparatur, 

adopsi teknologi informasi, dan penguatan sistem pengawasan.(Sinaga, 2019) Dari aspek 

finansial, tantangan utama mencakup keterbatasan akses pendanaan, risiko fluktuasi pasar, dan 

ketidakpastian pengembalian investasi. Strategi yang diusulkan meliputi inovasi skema 

pembiayaan, pembagian risiko yang proporsional, dan pemberian jaminan kepastian 

usaha.(Tjilen et al., 2023) 

Kolaborasi yang dilakukan telah menghasilkan berbagai dampak positif. Secara 

ekonomi, terjadi peningkatan PAD, efisiensi pengelolaan aset, penciptaan lapangan kerja, dan 

multiplier effect pada ekonomi lokal.(Zahrah & Rahayu, 2024) Dampak sosial terlihat dari 

meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik, pemberdayaan masyarakat lokal, serta 

transfer pengetahuan dan teknologi. Dari sisi lingkungan, kolaborasi mendorong penerapan 

standar lingkungan yang lebih baik, efisiensi penggunaan sumber daya, dan adopsi teknologi 

ramah lingkungan.(Sadad et al., 2023) 

Berdasarkan analisis komprehensif tersebut, penelitian mengusulkan model kolaborasi 

berkelanjutan yang mempertimbangkan berbagai aspek penting.(Kristianto & Nadapdap, 2021) 

Dari sisi kelembagaan, diperlukan pembentukan unit khusus pengelola kemitraan, sistem 

koordinasi multi-stakeholder, dan mekanisme pengambilan keputusan yang efektif. Aspek 

operasional mencakup penetapan SOP yang jelas, sistem monitoring dan evaluasi, serta 

mekanisme penanganan konflik.(Simanjuntak et al., 2024) Pada aspek finansial, fokus 

diberikan pada pengembangan skema pembiayaan inovatif, sistem pembagian keuntungan 

yang adil, dan mekanisme mitigasi risiko. Tidak kalah pentingnya, aspek sosial dan lingkungan 

diwujudkan melalui pelibatan masyarakat, penerapan standar keberlanjutan lingkungan, dan 

program pengembangan masyarakat yang terencana. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting: 

1. Kolaborasi pemerintah daerah-swasta dalam pengelolaan aset daerah memiliki potensi 

besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset, namun 

keberhasilannya sangat tergantung pada kematangan perencanaan dan implementasi. 
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2. Model kolaborasi yang efektif harus disesuaikan dengan karakteristik aset, kapasitas 

institusional, dan konteks lokal. Tidak ada satu model yang dapat diterapkan secara 

universal untuk semua situasi. 

3. Keberhasilan kolaborasi membutuhkan dukungan regulasi yang jelas, kapasitas 

institusional yang memadai, pembagian risiko yang seimbang, dan mekanisme 

pengawasan yang efektif. 

4. Dampak kolaborasi tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga harus 

mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan. 
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